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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 

Revitalisasi Bangunan Cafe Merapi di Kawasan Cagar Budaya 

Kotabaru di Kota Yogyakarta pada dasarnya tidak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena bangunan Cafe Merapi 

belum mendapatkan Serat Kekancingan dari Kasultanan dan Café Merapi 

tidak mempunyai surat rekomendasi dari Dinas Kebudayaan dan Balai 

Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selain itu 

Bangunan Café Merapi tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan dari Dinas 

Perizinan. 

 

B. Saran 

1. Sebaiknya Pihak Café Merapi segera melengkapi kelengkapan dokumen 

administrasinya yang dibutuhkan dinas terkait di Kota Yogyakarta dan 

Kasultanan agar Revitalisasi Bangunan Café Merapi sah secara hukum. 

2. Bagi Dinas dalam melakukan pengawasan dan pemantauan atas 

Revitalisasi pada Kawasan Cagar Budaya harus berpedoman pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Pemerintah harus lebih teliti dalam melakukan pengawasan sehingga 

pelanggaran yang serupa tidak terulang kembali di masa yang akan datang. 
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